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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Terhadap Tanah Ayahan Desa dan Pekarangan Desa yang Dikuasai 

Individu di Desa Adat Penarungan 

      Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap pelaksanaan PTSL 

terhadap tanah druwe desa yang dikuasai oleh individu di Desa Adat 

penarungan yang berupa tanah ayahan desa dan tanah pekarangan desa. 

Baik prra maupun pasca pendaftaran dilakukan dengan proses yang tidak 

jauh berbeda. Sedikit perbedaan pelaksaan pendaftaran terhadap kedua jenis 

tanah tersebut dapat ditemukan saat proses pengumpulan data yuridis, 

sebagai berikut: 

a. Pada tanah AYDS bukti kepemilikan dan penguasaan tanah yang 

digunakan adalah pipil dan dilengkapi Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) masing-masing krama desa yang akan menjadi subjek hukum 

pemegang hak atas tanah.  

b. Pada tanah PKD bukti kepemilikikan dan penguasaan tanah yang 

digunakan berupak pipil, KTP Bendesa Adat, dan SK Pengangkatan 

Bendesa Adat Desa Adat Penarungan.63 

                                                      
63 Hasil Wawancara dengan Bapak I Made Widiada, selaku Responden, Bendesa Adat 
Desa Adat Penarungan, Pada hari Selasa, 28 Mei 2019, Pukul 13.38 WITA. 
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